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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak ا
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Z zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ھ
 Hamzah ‘ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ
 
 Fathah a A ا
اَ  Kasrah i I 
َ
 
 ḍammah u U ا
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
xi 
 
 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 
 fatḥah dan و َ
wau 
au a dan u 
Contoh : 
 kaifa : َكْيفَ  
 haula : َهْولَ  
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 







 Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di ...ىَ  |ا َ ..
atas 
 Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas ى
 Dammah dan wau U u dan garis di و َ
atas 
Contoh  
 mata :َماتَ 
 rama :َرَمى 
 qila :قِْيلْ  
  yamutu :يَُمْوتُ  
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup 
Ta’marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 




Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
 raudal al-at fal :لِ  اأْلَْطفَ  َرَوَضةُ  
 al-madinah al-fadilah :ِضلَةُ  اْلفَا ْينَةُ  اَْلَمدِ  
 al-hikmah :                 اَْلِحْكَمة
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (  ّ  ), dalam  transliterasinya dilambangkan menjadi huruf 
ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
 rabbana :َربَّنَا
ْينَانَجَّ  : najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 
tersebut.  
Contoh: 
ْلفَْلَسفَةُ اَ  : al-falsafah 
 al-biladu :اَْلباِلَدُ 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 
xiii 
 
tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
 umirtu :أُِمْرتُ  
2. Hamzah tengah 
 ta’ muruna :تَأُْمُرْونَ 
3. Hamzah akhir 
 syai’un :َشْيء  
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  
sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang 
dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan 
dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an  
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah ( َّلال ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 billah الَّلهبِاDinullahَّلاَّ  ِدْينُ  
Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, 




 Hum fi rahmatillahهُمْ    َّلاَّ  َرْحَمةِ  فِيْ 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 
awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  
ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 
huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
     Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 
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Jurusan : Ilmu Hukum 
Judul  : Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa 
Tanggal Dan Materai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 
6/Pdt.G/2017/PN.Ban 4 Januari 2018) 
Skripsi ini membahas tentang Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah 
Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai (Studi Kasusu Putusan Pengadilan Negeri 
Bantaeng No 6/Pdt.G/2017/PN.Ban 4 Januari 2018), dengan mengemukakan 
permasalahan dibagi dua yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap akta di 
bawah tangan tanpa tanggal dan materai dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.Ban 4 Januari 2018. 2) Bagaimanakah 
pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai 
alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.Ban 4 Januari 2018.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data 
penelitian bersumber dari bahan primer dan sekunder yaitu mengolah data primer 
yang bersumber dari Pengadilan Negeri Bantaeng.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam mengambil 
keputusan mempertimbangkan dua jenis alat bukti yaitu alat bukti surat dana alat 
bukti saksi. Adapun analisis penulis yaitu akta dibawah tangan tidak dapat dijadikan 
alat bukti yang sah dan megikat seperti kekuatan akta autentik sesuai yang diatur 
dalam Pasal 1874 yang membahas bahwa salah atu syarat formil akta dibawah 
tangan adalah penandatanganan. Tulisan yang tidak bertanda tangan, tidak sah 
sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu pemungkiran atas tanda tangan 
mengakibatkan keabsahan akta dibawah tangan menjadi lumpuh. Dengan 
pemungkiran itu, seolah – olah pada akta tidak ada tanda tangan, sehingga 
eksistensinya sebagai akta dibawah tangan gugur. 
Bahwa diharapkan hasil penelitian ini menjadi pertimbangan hakim untuk 
tetap merujuk kepada peraturan yang ada dan diharapkan hakim aktif dalam 
mencari dan menelah alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara agar 
dapat memutuskan perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 







A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana setiap warga negara 
mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Akan tetapi dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban seringkali menimbulkan pelanggaran  dan 
mengakibatkan peristiwa hukum. Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan 
secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip 
Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang 
berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa Negara termasuk di 
dalamnya setiap individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain 
dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh Hukum. 
Saat ini banyak kejahatan yang tidak hanya terjadi pada kasus-kasus 
pembunuhan, perampokan dan pemerkosaan saja. Namun kejahatan lainnya terjadi 
terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara-cara penipuan, pemalsuan, 
penggelapan, penyelundupan dan sejenisnya.  
Dalam hubungannya dengan kejahatan tersebut, maka kita harus 
melakukan pembuktian di pengadilan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa 
terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar 




akan memperoleh dasar-dasar untuk mengajukan putusan dalam menyelesaikan 
suatu perkara yang diajukan kepadanya. 
Pembuktian merupakan hal yang paling penting dalam pemeriksaan suatu 
perkara di pengadilan. Terkait bagaimana pembuktian sangat tergantung pada alat 
bukti yang digunakan, semuanya berdasarkan hukum acara persidangan masing-
masing perkara. Demikian pula halnya dalam pesidangan perkara perdata, 
mengenai apa saja alat bukti yang sah dan bagaimana pembuktiannya, telah diatur 
dalam hukum acara perdata. 
Dalam perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena 
itu, hakim yang terkait hanya kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. 
Dengan demikian, hakim dalam pemeriksaan perkara perdata berisfat pasif, 
tergantung dari para pihak yang bersengketa. Akan tetapi dalam rangka mencari 
kebenaran materil atas apa yang diajukan oleh para pihak, hakim perdata pun 
bersifat aktif. Jadi yang harus membuktikan atau mengajukan gugatan alat bukti 
adalah Penggugat dan atau Tergugat, sedangkan yang menyatakan suatu gugatan 
terbukti atau tidak adalah hakim. 
Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan 
maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti 
tertulis yang bersifat otentik peristiwa atau perbuatan hukum. Notari ssebagai 
pegawai pemerintah akan tetapi tidak menerima gaji dari pihak pemerintah dan 
tidak menerima dana pensiun dari pemerintah. Masyarakat yang telah dilayani oleh 
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notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada 
notaris. 
Notaris sebagai seorang pejabat umum diangkat oleh negara dalam rangka 
memberikan perlindungan hukum kepada warga negara sebagai pejabat yang 
memiliki kewenangan di bidang perdata untuk pembuatan alat bukti berupa akta 
autentik.Dan perlu di tegaskan bahwa seorang notaris hanya membuat akta autentik 
apabila dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. 
Berdasarkan Pasal 1868 BW, akta autentik adalah akta yang dibuat dan 
diresmikan dalam bentuk menurut Undang-Undang, oleh dan dihadapan pejabat-
pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu di tempat dimana akta 
itu dibuat. Apabila terjadi sengketa, maka apa yang tertera pada akta autentik itu 
merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu ladi dibuktikan dengan alat-
alat pembuktian yang lain, serta telah memuat kepastian hukum yang kuat.1 
Selain akta autentik yang dibuat oleh notaris, terdapat pula akta lain yang 
disebut sebagai akta dibawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak 
yang berkepentingan untuk pembuktikan tanpa bantuan atau jasa dari pejabat 
pembuat akta (notaris). Dengan kata lain, akta dibawah tangan tersebut 
ditandatangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian. 
Dasar Hukum Acara Perdata, alat bukti sah atau yang diakui oleh hukum 
salah satunya adalah alat bukti tulisan. Pada dasarnya hukum Acara Perdata 
                                                             
1Hijriah Maulani Nanda Syahputri, Farida Patittingi, Nurfaidah Said,  Aspek Hukum 




membedakan bukti tulisan sebagai surat (yang tidak bertanda tangan) dan akta 
(yang terdapat tanda tangan) baik yang dibuat oleh para pihak sebagai akta bawah 
tangan maupun yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (akta 
autentik)2.Akta otentik dapat dibuat oleh Notaris, karena undang-undang 
menentukan kewenangan ini diberikan juga kepada pejabat lain selain notaris yang 
juga berwenang membuat akta otentik antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. 
Mengenai akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata, 
yang berbunyi: 
Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang 
ditandatangani di bawah tangan, surat yang di tandatangani dan dibuat 
dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum”. 
Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan tidak 
sekuat akta autentik. Akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak 
yang bertanda tangan di dalamnya, tetapi tidak mengikat bagi hakim. Inilah 
perbedaan utama kekuatan pembuktian akta autentik dengan akta di bawah tangan, 
karena kekuatan pembuktian yang melekat dalam akta autentik adalah sempurna 
dan mengikat, tidak hanya dalam persidangan memiliki kekuatan pembuktian 
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), jika pihak lawan 
mengakuinya. Akan tetapi, jika akta tersebut tidak diakui isi dan/atau 
tandatangannya, maka kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi bukti permulaan 
                                                             
2Edmon Makarim, Notaris & Transaksi Elektronik  Kajian Hukum Tentang Cybernotary 
atau Elektronic Notary,  (Cet-II; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h.22. 
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(begin bewijskracht). Dengan demikian, untuk mencapai batas minimal 
pembuktian, harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain.3 
Salah satu syarat formil akta dibawah tangan adalah penandatanganan. 
Tulisan yang tidak bertanda tangan, tidak sah sebagai akta dibawah tangan oleh 
karena itu pemungkiran atas tanda tangan mengakibatkan keabsahan akta dibawah 
tangan menjadi lumpuh. Dengan pemungkiran itu, seolah – olah pada akta tidak ada 
tanda tangan, sehingga eksistensinya sebagai akta dibawah tangan gugur. Sekiranya 
penggugat akta dibawah tangan, kemudian tergugat menyangkal atau mengingkari 
tanda tangan yang tercantum didalamnya bukan tanda tangannya, dan dia dapat 
membuktikan pengingkaran itu, lenyap dan gugur daya kekuatan formil akta 
dibawah tangan tersebut.4 
Dalam kenyataannya masih kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya 
suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup 
dilakukan dengan rasa saling percaya dan dibuat secara lisan atau tanpa tanda 
tangan pejabat yang berwenang. 
Seperti contoh gugatan terhadap surat di bawah tangan dapat di benarkan 
dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat. Bila pandangan Pengadilan 
menganggap Surat di bawah tangan sebagai alat bukti kepemilikan  yang sah dan 
mengikat maka dimana kepastian hukumnya. Mengenai proses penegak keadilan 
                                                             
3M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia. (Cet-I; 
Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013),  h.53-54. 
4M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. (Cet-II; Jakarta: Sinar Grafika,  2017),  h.633-637. 
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dalam masalah tersebut sangat jelas dan rinci sebagaimana diatur dalam QS. Al-
Nisa(4):135  
اِمْيَن بِا ا ْم َولَْوَعلَى أَْنفَُسكُ ْلِقْسِط ُشَهادَاَء هللِ ياَأَيَُّها الَِّذْيَن أََمنُْوا ُكْونُْوا قَوَّ
 فَِقْيًرا فَا هللُ أَْولَى بِِهَماإِْن يَُكْن َغنِيًا أَوْ ج أَِواْلَواِلدَْيِن َو ْْلَْقَرابِْينَ 
تَتَّبِعُْوا  فََل صلى  
 ابِْيرً فَإِنًّ اللَهَكاَن بَِما تَْعَملُْوَن خَ  َو إِْن تَْلُوْوا أَْو تُْعِرُضْوا ج اْلَهَوى أَْن تَْعِدلُْوا
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi 
saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan 
bapak kerabatmu. Jika (dia yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah 
lebih tau kemaslahatannya (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu 
memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah 
Allah Mahateliti terhadap segala yang kamu kerjakan.5 
Atas adanya gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bantaeng telah 
Memberikan putusan tanggal 4 Januari 2018 yang dimenangkan oleh “Penggugat”. 
Perkara ini kemudian berlanjut dengan adanya Permohonan Banding ke Pengadilan 
Tinggi Makassar yang memberikan Putusan mengabulkan gugatan Para Tergugat 
Untuk sebagian atau dimenangkan oleh “Tergugat”.  
Dalam uraian latar belakang di atas, menarik untuk dikaji bagi penulis dan 
untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi 
dengan judul “Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan 
                                                             
5Kementrian Agama.  Al-Qur’an dan Terjemahnya(Jakarta: AL-Qalam, 2014),  h.100. 
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Materai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng 
No.6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018)”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap akta di bawah 
tangan tanpa tanggal dan materai dalam putusan perkara No.6/Pdt.G/2017.PN Ban 
4 Januari 2018 serta kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara perdata. 
2. Deskripsi Fokus 
Adapun beberapa pengertian  dari kata yang menjadi fokus masalah terkait 
dengan penelitian anatara lain: 
a. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum persata 
kepada hakim yang memeriksa suati perkara guna memberikan kepastian 
tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. 
b. Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang sengaja di buat untuk dinasikan 
alat bukti suatu perbuatan hukum oleh para pihak yang menandatangani akta 
terswbut tanpa bantuan seorang pejabat umum 
c. Tanpa Tanggal artinya secara yuridia suray tidak bertanggal tidak hilang 
fungsinya sebagai alat bukti, namin hal itu dianggap sebagai cacat yang 
melemahkan eksistensinya sebagai alat bukti, sebab tanpa tanggal sulit 
menentukan kepastian pembuatan dan penandatanganan sehingga memberi 




C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat diuraikan 
pokok masalah dari karya tulis “Bagaimanakah Kekuatan Pembuktian Surat 
Dibawah Tangan Tanpa Tanggal dan Materai (Studi Kasus Putusan Pengadilan 
Negeri Bantaeng No.6/Pdt.G/2017/PN.Ban 4 Januari 2018)” ? Yang diuraikan 
dalam beberapa sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap akta di bawah tangan tanpa 
tanggal dan materai dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 
6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018 ? 
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti 
dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018 ? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini berisi uraian sistematika mengenai hasil-hasil penelitian 
yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan berkaitan dengan 
penelitian yang akan dilakukan peneliti. Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah 
Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 
Bantaeng No6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018). 
Meskipun demikian peneliti menemukan referensi yang hampir sama yaitu: 
1. Penelitian ini dilakukan oleh Helni Sapa (2013) Universitas UIN 
Alauddin Makassar yang berjudul “Analisis Hukum Tentang Kekuatan 
Pembuktian DiBawah Tangan”. Dengan fokus penelitianyaitu alasan/ 
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faktor Bagaimana kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dikaitkan 
dengan kewenangan notaris dalam Legalisasi dan Waamerking dan 
Apakah akta dibawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi dan 
Waamerking dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim. Adapun 
perbedaan dengan penelitian saya yang berjudul Kekuatan Pembuktian 
Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai (Studi Kasus 
Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No.6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 
Januari 2018). Dengan fokus penelitian yaitu Pertimbangan hakim 
terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah  tangan tanpa tanggal dan 
materai dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 
6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018. 
2. Penelitian ini dilakukan oleh Munawir Abdul Kamal (2016) 
UniversitasUIN Alauddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Yuridis 
Kekuatan Hukum Pembuktian Rincik Dalam Perkara Perdata (Studi 
Kasus Putusan Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.MKS). Dengan fokus 
penelitian yaitu Bagaimana kedudukan Hukum Rinciksebagai alat bukti 
dalam perkara perdata dan Bagaiamanakah kekuatan hukum Rincik 
sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Adapun perbedaan dengan 
penelitian saya yang berjudul Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah 
Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai (Studi Kasus Putusan Pengadilan 
Negeri Bantaeng No.6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018). Dengan 
fokus penelitian yaitu Pertimbangan hakim terhadap kekuatan 
pembuktian akta di bawah  tangan tanpa tanggal dan materai dalam 
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Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 
Januari 2018. 
3. Penelitian ini dilakukan oleh Amir Syam Marsuki (2012) Universitas 
UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Penerapan Teori-Teori 
Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama 
Watansoppeng. Dengan fokus penelitian yaitu Bagaimana teori 
pembuktian menurut hukum perdata dan Bagaimana hakim menerapkan 
teori pembuktian di Pengadilan Agama Watansoppeng. Adapun 
perbedaan dengan penelitian saya yang berjudul Kekuatan Pembuktian 
Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai (Studi Kasus 
Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No.6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 
Januari 2018). Dengan fokus penelitian yaitu Pertimbangan hakim 
terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah  tangan tanpa tanggal dan 
materai dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 
6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018. 
4. Penelitian ini dilakukan oleh Kiagus Yusrizal (2008) Universitas 
Diponegoro dengan judul“Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian 
Akta di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris 
Dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 
Notaris”. Dengan fokus penelitian yaitu Fungsi Legalisasi, 
Waarmerking, Coppie Colatione dan Pengesahan Fotokopi atas akta 
yang dibuat di bawah tangan dalam pembuktian di sidang Pengadilan 
dan Apakah akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, 
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Waarmeking, Coppie Colatione dan Pengesahan Fotokopi dari Notaris 
dapat dibatalkan oleh hakim. Adapun perbedaan dengan penelitian saya 
yang berjudul Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa 
Tanggal Dan Materai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng 
No.6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018). Dengan fokus penelitian 
yaitu Pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah  
tangan tanpa tanggal dan materai dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018. 
5. Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap, S.H. 
Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. Buku ini membahas tentang 
penjelasan yang luas tetang tata cara (prosedur) beracara di pengadilan 
perdata yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan yang 
dituangkan dalam tujuh belas bab besar. Buku ini dianggap sangat sesuai 
dengan judul skripsi karena dalam setiap bab dan sub bab dibahas secara 
khusus dan terperinci serta terpisah antara proses pemeriksaa yang satu 
dengan yang lainnya, termasuk di dalamnya dibahas secara khusus 
masalah pembuktian. Adapun perbedaan dengan penelitian saya yang 
berjudul Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal 
Dan Materai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng 
No.6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018). Dengan fokus penelitian 
yaitu Pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah  
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tangan tanpa tanggal dan materai dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 
a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap akta di bawah tangan tanpa 
tanggal dan materai dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 
6/Pdt.G/2017. PN. BAN 4 Januari 2018. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian akta di 
bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 6/Pdt.G/2017. PN. BAN 4 Januari 
2018. 
2. kegunaan Penelitian 
Adapun Kegunaan penelitian ini untuk: 
a. Bagi fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hasil penelitian ini 
dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang 
diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan 
meneliti lebih jauh tentang masalah ini. 
b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 
masyarakat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum 
Pembuktian Dalam Acara Perdata pada khususnya yang berkaitan dengan 





A. Pengertian Pembuktian  
Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum 
perdata kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian 
tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.6 
Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang 
sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan 
hendak memelihara dan mempertahankan hukum materil.7 
Pembuktian merupakan perbuatan yang mengungkapkan tentang benar 
tidaknya pihak dalam suatu sengketa yang telah didakwakan kepadanya, 
pembuktian ini dilakukan hakim dengan tujuan menetapkan hukum diantara kedua 
belah pihak yang berperkara disertai alat bukti yang konkret demi diperoleh suatu 
kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.  
Dalam arti luas, membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum, 
yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini 
mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan, bahwa apa yang dikemukakan 
oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, adalah 
                                                             
6Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. (Cet-II; Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2009),  h. 93. 
7H. Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia. (Cet-I; Jakarta: Prenadamedia 





benar. Berhubung dengan itu, “membuktikan” dalam arti yang luas adalah 
memperkuat kesimpulan hakim dengan syarta-syarat bukti yang sah8. 
Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berari memberi dasar-dasar yang 
cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi 
kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh yang bersangkutan9. 
Dalam hukum Inggris, istilah membuktikan sering menggunakan dua 
perkataan, yaitu Proof dan Evidence sedangkan dalam hukum Belanda dikenal 
dengan istilah bewijs. Sekalipun telah dikenal istilah membuktikan, baik dalam 
hukum Inggris maupun dalam hukum Belanda, namun istilah – istilah tersebut 
belumlah cukup mewakili arti membuktikan disebabkan karena istilah 
membuktikan berkaitan dengan banyak hal seperti alat bukti, beban pembuktian, 
dan proses pembuktian dan sebagainya.10 
Sedangkan maksud dari “membuktikan” dari pihak Penggugat maupun 
Tergugat itu berarti, memberi fakta-fakta sebanyak-banyaknya dengan alat bukti 
sah baik dari Penggugat maupun Tergugat guna memberikan keyakinan kepada 
Hakim atas kebenaran dalil-dalil tuntutannya sebagaimana dalam gugatan 
Penggugat dan sebaliknya kebenaran dari dalil-dalil sangkalan/bantahannya dari 
Tergugat. 
                                                             
8R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. (Cet-IX; Jakarta: PT Pradnya 
Paramita, 1985),  h. 62-63. 
9Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Cet-VIII; Yogyakarta: Liberty 
Yogyakarta, 2009),  h. 137. 




 Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang 
menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila 
sebaliknya maka gugatannya tersebut dikabulkan11. Maka barang siapa yang 
berhasil membuktikan, disertai alat-alat bukti yang kuat dan mendukungnya, maka 
dialah yang bakal memetik kemenangannya dari perkara tersebut. Artinya, apakah 
pihak Penggugat yang disertai alat-alat bukti yang kuat dan akurat yang akan 
memenangkan perkaranya ataukah pihak Tergugat yang akan memenangkannya, 
sebab justru keduanya akan saling berlomba/bersaing dalam soal mengajukan alat-
alat buktinya itu. 
B. Jenis-jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya 
1. Alat Bukti Tulisan 
Alat bukti tulisan atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda baca 
yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau mencurahkan segala isi hati dan buah 
pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.Pembuktian dengan 
tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.  
Pengertian Tulisan dari Segi Yuridis dalam kaitannya sebagai alat bukti 
memerlukan penjelasan ditinjau dari berbagai aspek: 
a. Tanda Bacaan, Berupa Aksara 
Tulisan atau surat terdiri dari tanda bacaan dalam bentuk aksara. Tidak 
dipersoalkan aksaranya. Boleh aksara Latin, Arab, Cina dan sebagainya. Boleh juga 
                                                             
11Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia. (Cet-I; Jakarta: Mitra Wacana 
Media,  2014),  h. 300. 
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aksara lokal seperti Bugis, Jawa, dan Batak. Bahkan dibenarkan bentuk aksara 
stenografi. Semua diakui dan sah sebagai aksara yang berfungsi sebagai tanda 
bacaan untuk mewujudkan bentuk tulisan atau surat sebagai alat bukti. 
b. Disusun Berupa Kalimat sebagai Pernyataan 
Agar aksara tersebut dapat berbentuk menjadi tulisan atau surat maupun 
akta, harus disusun berbentuk kalimat: 
1) Sebagai ekspresi atau pernyataan cetusan pikiran atau kehendak orang yang 
menginginkan pembuatannya. 
2) Rangkaian kalimat itu sedemikian rupa susunan dan isinya, dapat dimengerti 
dengan jelas oleh yang membacanya sesuai dengan apa yang dikehendaki 
dalam surat itu. 
c. Ditulis pada Bahan Tulisan 
Pada umumnya ditulis pada kertas. Dapat juga pada bahan lain, seperti 
masa dulu, ditulis pada kulit kayu, bambu atau kain, dan lain-lain. Bagi hukum, 
bukan hanya tulisan yang dituangkan dalam kertas saja yang dapat dijadikan alat 
bukti dalam berperkara, tetapi meliputi tulisan yang tercantum pada bahan di luar 
kertas. Memang pada masa sekarang, bahan tulisan yang paling umum adalah kertas 
tetapi hal itu tidak mengurangi kemungkinan tulisan yang terdapat pada bahan lain. 
d. Ditandatangani Pihak yang Membuat 
Suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang 
jelas dan teraang, tetapi tidak ditanda tangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, 
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tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai 
alat bukti tulisan. 
 Kalau surat itu merupakan pernyataan sepihak, harus ditanda tangani 
orang yang membuat pernyataan, dan apabila merupakan kesepakatan dua belah 
pihak, mesti ditanda tangani dua belah pihak. Syarat penandatanganan, ditegaskan 
dalam Pasal 1869 dan Pasal 1874 KUH Perdata atau Pasal 1 Ordonasi 1867 No. 29. 
Menurut ketentual pasal di atas, kekuatan tulisan sebagai akta di bawah tangan 
harus ditanda tangani para pihak. Pasal 1869 KUH Perdata mengatakan, sekiranya 
pembuatan akta autentik dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, namun akta 
tersebut ditanda tangani para pihak, akta tersebut mempunyai kekuatan akta di 
bawah tangan. 
e. Mencantumkan Tanggal 
Surat yang dianggap sempurna bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta, 
selain terdapat tanda tangan, juga mencantumkan tanggal penandatangananya. 
Meskipun secara yuridis surat yang tidak bertanggal tidak hilang fungsinya sebagai 
alat bukti, namun hal itu dapat dianggap sebagai cacat yang melemahkan 
eksistensinya sebagai alat bukti, sebab tanpa tanggal, sulit menentukan kepastian 
pembuatan dan penandatangannya sehingga memberi peluang besar bagi pihak 
lawan untuk meyangkal pembuatannya. Sehingga untuk mendukung kepastian 
pembuatannya harus dibantu oleh salah satu alat bukti yang lain. 
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Pengertian Tanda Tangan Menurut Hukum yaitu:12 
a. Tulisan Tangan Terdiri dari Nama Penanda Tangan 
Fungsi tanda tangan dalam suatu surat tidak lain dari pada memastikan 
identitas atau menentukan kebenaran ciri-ciri penanda tangan. Dan sekaligus 
penanda tangan menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. 
Bertitik tolak dari praktik maupun putusan HR yang dikemukakan Pitlo, terdapat 
berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan hukum, antara lain: 
1) Menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil 
2) Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja, dianggap cukup 
3) Ditulis tangan oleh penanda tangan, tidak dibenarkan dengan stempel dengan 
huruf cetak 
4) Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan si penanda tangan, dengan 
syarat: 
a) orang yang mencantumkan kopi itu, berwenang untuk itu dalam hal ini orang 
yang bersangkutan sendiri, atau 
b) orang yang mendapat kuasa atau mandat dari pemilik tanda tangan 
5) Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan mempergunakan karbon. 
 
 
                                                             
12M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdat tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. (Cet-II; Jakarta: Sinar Grafika, 2017),  h.633-637. 
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b. Cap Jempol Disamakan dengan Tanda Tangan 
Pasal 1874 ayat (2) KUH Perdata maupun St. 1919-776 atau Pasal 286ayat 
(2) RBG, dengan tegas mempersamakan cap jempol dengan tanda tangan. 
Ketentuan tersebut mengatakan hal berikut. 
Dengan penanda tangan sepucuk tulisan di bawah tangan, dipersamakan 
suatu cap jempol. Namun agar persamaannya sah dan sempurna harus dengan cara: 
1) Dilegalisir oleh pejabat berwenang 
2) Dilegalisir diberi tanggal 
3) Pernyataan dari pejabat yang melegalisir, bahwa orang yang menumbuhkan 
cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya 
4) Isi akta telah dijelaskan kepada yang bersangkutan 
5) Pembubuhan cap jempol dilakukan dihadapan pejabat tersebut. 
c. Yang Tidak Termasuk Tanda Tangan 
Yang tidak termasuk atau tidak diakui keabsahannya sebagai tandatangan 
adalah tanda yang terdiri atas hal berikut. 
1) Hanya berupa huruf atau abjad 
Misalnya, hanya terdiri dari huruf A atau Z baik dalam bentuk kapital atau 
huruf kecil, karena hal itu dianggap bukan inisial atau identitas nama penanda 
tangan. 
2) Tanda silang atau garis lurus 
Bentuk seperti ini pun, tidak sah sebagai tanda tangan, karena tidak mampu 
memberi identitas yang jelas kepada penanda tangan. 
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3) Stempel dengan Huruf Cetak 
Bentuk ini dianggap tidak memenuhi syarat formil tanda tangan karena 
tidak dituliskan dengan tangan sendiri oleh penanda tangan. Dengan stempel, secara 
formil bukan tulis tangan (handschrift) yang disebut Pasal 1874 KUH Perdata. 
4) Ketikan dengan Komputer 
Seperti yang dijelaskan, Pasal 1874 KUH Perdata tidak mengenal tanda 
tangan dalam bentuk ketikan komputer. 
d. Tanda Tangan Digital (Digital Signature) 
Fenomena pemakaian digital signature banyak dipergunakan di kalangan 
pengguna jasa internet dalam transaksi electronic commerce (E-commerce). Jika 
yang dijadikan rujukan bertitik tolak pada Pasal 1874 KUH Perdata, tanda tangan 
digital, tidak dikenal. Oleh karena itu belum diakui keabsahannya. Sebaliknya 
melihat perkembanganp transaksi E-commerce, sudah saatnya untuk diterima 
keabsahannya. 
Alat bukti tertulis sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di 
pengadilan, hal ini telah diutarakan sebelumnya bahwa alat bukti tertulis yaitu akta 
dan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari apabila 
terjadi sengketa13. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam alat bukti 
tertulis diantaranya sebagai berikut: 
                                                             
13H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. 




Alat bukti saurat adalah alat bukti tertulis yang berisi tulisan dan tanda-tanda 
bacanyang dimksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan pikiran 
seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (alat bukti)14. 
b. Akta 
Akta  adalah alat bukti surat yang diberi tanggal dan tanda tangan, berisi 
peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dari perikatan. Kemudian akta 
terbagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan 
1) Akta autentik (authentieke akte) dapat ditemukan dalam Pasal 165 HIR/285 
R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerdata. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, 
yang dimaksud dengan akta autentik adalah: 
Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum 
yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi 
kedua belah pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang mendapat hak 
dari padanya, tentang segala hak yang tersebut dalam akta itu, dan juga 
tentang yang tercantum dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi 
yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung 




                                                             
14 A. Mukti Arto, PraktekPerkaraPerdata. (Cet-VI; Yogyakarta:.Pustaka Pelajar,  2005),  
h.148. 
15M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah 
Syari’iyah Di Indonesia. (Cet-I; Jakarta: Prenada Media,  2005),  h.36. 
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Kekuatan pembuktian akta autentik 
Akta autentik mempunyai 3(tiga) kekuatan pembuktian yang sempurna 
sebagai alat pembuktian, yaitu: 16 
a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah. 
Kekuatan pembuktian ini didasarkan atas keadaan lahiriah, apa yang tampak 
pada lahirnya, yaitu surat yang tampak seperti akta dianggap mempunyai kekuatan 
seperti akta, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Suatu akta autentik yang 
ditunjukkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat 
dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta autentik. Selama tidak dapat 
dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut, maka pada akta tersebut melekat kekuatan 
pembuktian lahiriah.  
b. Kekuatan Pembuktian Formal 
Kekuatan pembuktian formal memberi kepastian tentang peristiwa bahwa 
pejabat dan para pihak yang menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam 
akta. Segala keterangan yang disampaikan oleh orang menandatangani akta 
autentik dianggap benar sebagai keterangan yang disampaikan dan dikehedaki oleh 
yang bersangkutan.  
 
 
                                                             
16Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat 
Akta.( Cet-I; Jakarta: Penerbit Kencana, 2016),  h.132. 
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c. Kekuatan Pembuktian Materil 
Dalam kekuatan pembuktian ini memberikan kepastian mengenai materi 
(isi) akta autentik, memberi kepastian mengenai perbuatan hukum atau peristiwa 
hukum yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta atau para pihak dalam akta. 
2) Akta di bawah tangan  
Dalam Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa: 
Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan 
ituhendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap 
sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang 
menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang 
mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik, 
dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu, yang 
dalam ayat (2) berbunyi: 
Jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada 
hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat 
berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.17 
 
Akta dibawah tangan (onderhand akte) adalah suatu akta yang sengaja 
dibuat untuk dijadikan alat bukti suatu perbuatan hukum oleh para pihak yang 
menandatangani akta tersebut tanpa bantuan seorang pejabat umum. Akta di bawah 
tangan adalah surat-surat yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum seperti 
register-register dan urusan rumah tangga dan lainya.  
Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan tidak sekuat 
akta autentik. Akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang 
bertanda tangan di dalamnya, tetapi tidak mengikat bagi hakim. Inilah perbedaan 
                                                             
17 R. Soeroso,. Perjanjian Di Bawah Tangan. (Cet-I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010),  h. 8. 
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utama kekuatan pembuktian akta autentik dengan akta di bawah tangan, karena 
kekuatan pembuktian yang melekat dalam akta autentik adalah sempurna dan 
mengikat, tidak hanya dalam persidangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna 
dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), jika pihak lawan mengakuinya. 
Akan tetapi, jika akta tersebut tidak diakui isi dan/atau tanda tangannya, maka 
kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi bukti permulaan (begin bewijskracht).  
2. Alat Bukti Saksi (Witness) 
a. Defenisi Saksi 
Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi dan seseorang yang 
mampu memberikan informasi berupa keterangan guna kepentingan dalam suatu 
penyidikan baik yang ia lihat sendiri, dengar dan mengalami sendiri kejadian yang 
diperkarakan. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di 
persidangan tentang peristiwa yang sedang disengketakan, dan keterangan saksi 
harus secara lisan di ucapkan di depan persidangan. 
Kesaksian harus  memiliki sebab-sebab apa yang ia ketahui, jadi saat 
memberikan kesaksian seorang saksi tidak cukup hanya dengan keterangan bahwa 
ia tahu, sebab jika hanya demikian kesaksian tersebut tidak memiliki nila 
pembuktian dan tidak berkekuatan kalau hanya kesimpulan belaka yang didasarkan 
pada pendapat atau perkiraan atau keterangan yang didengar dari orang lain itu 
bukanlah kesaksian.Kesaksian seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam 
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Pengadilan tidak boleh dipercaya18. Dengan demikian, unsur yang harus ada pada 
alat bukti kesaksian adalah:19 
1) Keterangan kesaksian itu diucapkan sendiri oleh saksi secara lisan di muka 
persidangan. 
2) Tujuannya untuk memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang 
dipersengketakan. 
3) Saksi itu bukan salah satu pihak yang berperkara. 
b. Kekuatan Pembuktian Kesaksian di Persidangan 
Kekuatan pembuktian alat bukti saksi di persiangan adalah kekuatan 
pembuktian bebas (vrijbewijskracht). Artinya, terhadap kesaksian yang diberikan 
oleh para saksi di persidangan, hakim bebas untuk menilai kekuatan 
pembuktiannya. Kesaksian para saksi akan dinilai oleh hakim dalam apakah 
kesaksian tersebut mampu mengungkap pokok permasalahan yang ada serta apakah 
dapat mendukung alat bukti lain yang diajukan para pihak. 
3. Bukti Persangkaan (vermoeden) 
Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh hakim/undang-
undang, ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang 
belum terang kenyataannya (Pasal 1915 BW)20. Persangkaan adalah kesimpulan 
                                                             
18Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 1905 
19 Achmad Ali dan Wiwie Heryan,. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. (Cet-I; Jakarta:  
Penerbit Kencana, 2012),  h. 92 
20 Urip Santos,. Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat 
Akta . ( Cet-I; Jakarta: Penerbit Kencana, 2016),  h. 127. 
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yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang diketahui ke 
arah peristiwa yang belum diketahui. 
Alat bukti persangkaan dimasukkan sebagai salah satu alat bukti dalam 
perkara perdata, karena untuk memeberikan keleluasaan kepada hakim di dalam 
mengambil keputusannya, sehingga satu dan lain hal dari pertimbangan dari 
berbagai sikap pihak-pihak atau salah satu pihak yang terjadi dalam proses perkara 
atau dari keadan-keadaan lain yang secara nyata di dalam proses perkara yang 
bersangkutan. Hal tersebut juga penting bila hakim menerapkan proses perkara 
dalam lingkungan hukum adat di daerah21. 
a. Jenis-Jenis Persangkaan dan Kekuatan Pembuktiannya 
1) Persangkaan Undang-Undang 
a) Defenisi Persangkaan Undang-Undang 
Persangkaan undang-undang terdapat dalam Pasal 1916 KUHPerdata, yaitu 
persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu 
berdasarkan ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-
perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu22. 
b) Kekuatan Pembuktian Persangkaan Undang-Undang 
Kekuatan Persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah adalah 
sempurna (volledig), mengikat (bindende), dan menentukan (beslissende), akan 
                                                             
21R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. (Cet-II; Semarang: CV. 
Mandar Maju, 2005),  h.130-131. 
22Teguh Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. (Cet-II; Bandung: PT 
Alumni, 2004),  h. 77. 
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tetapi jika dibantah oleh bukti lawan (tegen bewijs), maka kekuatan pembuktiannya 
turun menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan minimal satu alat bukti 
lain untuk memenuhi batas minimal pembuktiannya.23 
2)  Persangkaan hakim 
a) Defenisi Persangkaan Hakim 
Persangkaan hakimadalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta 
yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan. 
b) Kekuatan Pembuktian Persangkaan Hakim 
Kekuatan pembuktian persangkaan hakim pada dasarnya adalah bebas (vrij 
bewijskracht). Jika persangkaan hakim tersebut tidak dilawan atau dilumpuhkan 
oleh bukti lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat 
(volledig en bindende bewijskracht).24 
4. Pengakuan (bekentenis, confession) 
a. Defenisi Pengakuan 
Pengakuan adalah suatu pernyataan tentang kebenaran yang dilakukan oleh 
salah satu pihak yang bersengketa, tentang apa yang dikemukakan oleh lawannya. 
                                                             
23M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata. (Cet-I; Yogyakarta:  UII Press. 
Yogyakarta, 2013),  h. 71.  
24M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia. (Cet-I; 
Yogyakarta: UII Press. Yogyakarta,  2013), h.  68-74. 
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Pengakuan meliputi pernyataan kebenaran dari tuntutan, hubungan hukum dan 
peristiwa25. 
Pengakuan adalah pernyaatan yang diucapkan seseorang yang 
membenarkan tuntutan orang lain, sebagian atau seluruhnya dan diamnya orang 
terhadap tutuntutan orang lain dan pengakuan tidak boleh dipisah-pisah jadi harus 
utuh . 
b. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pengakuan 
Kekuatan pembuktian murni dan bulat adalah sempurna, dan menentukan 
(volledig dindende en beslissende bewijskracht). Sementara itu, kekuatan 
pembuktian berkualifikasi dan berklausula, para pakar masih berbeda pendapat, 
antara lain karena penafsiran dan pemahaman mengenai onsplitbaar aveau. Akan 
tetapi, penulis berpendapat bahwa dengan adanya dua kutub yang bersebrangan 
dalam memahami onsplitbaar aveau, maka jalan tengah yang paling logis adalah 
menetapkan kekuatan pembuktian pengakul berkualifikasi dan berklausula adalah 
kekuatan pembuktian bebas.26 
5. Sumpah (eed. oath) 
a. Defenisi Sumpah 
Pada umumnya, sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang 
diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan 
                                                             
25P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia. (Cet-V; Jakarta: Prenadamedia Group, 
2019),  h.  329. 
 
26Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Cet-VIII; Yogyakarta: Liberty 
Yogyakarta, 2009),  h.  189. 
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mengingat akan sifat Mahakuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa yang 
memberi keterangan atau janji tidak benar akan di hukum oleh-Nya27. Dalam 
pemeriksaan perkara perdata, sumpah diucapkan oleh salah satu pihak yang 
berperkara pada waktu memberi keterangan mengenai perkaranya. 
b. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Sumpah 
Kekuatan pembuktian sumpah pemutus (decisoir eed) adalah sempurna, 
mengikat, dan menentukan (volledig bindende en beslissende bewijskracht). Pakar 
hukum dan praktisi tidak berbeda pendapat mengenai hal ini, akan tetapi mengenai 
kekuatan pembuktian sumpah pelengkap dan sumpah penaksir, pakar hukum masih 
berbeda pendapat. Sebagian pakar berpendapat bahwa kekuatan sumpah pelengkap 
dan sumpah penaksir hanya sempurna dan mengikat, tidak menentukan, karena 
masih memungkinkan diajukannya bukti lawan (tegenbewijs)28. 
6. Pemeriksaan Setempat (Descente) 
a. Defenisi Pemeriksaan Setempat 
Pemeriksaan setempat tidak disebut sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR, 
184 R.Bg., dan 1866 KUHPerdata. Namun demikian, Prof. DR. Sudikno 
Mertukusumo berpendapat bahwa karena tujuan pemeriksaan setempat adalah 
                                                             
27Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat 
Akta. (Cet-I; Jakarta: Penerbit Kencana, 2016),  h.  128. 
28M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia. (Cet-I; 
Yogyakarta: UII Press. Yogyakarta, 2013), h. 94.  
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untuk memberikan deskripsi yang jelas bagi Hakim memperoleh gambaran yang 
jelas tentang objek sengketa, maka fungsinya sama dengan alat bukti29. 
Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan megenai perkara oleh Hakim 
karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung Pengadilan, agar Hakim 
dapamelihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi 
kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa30. 
b. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat 
Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat adalah kekuatan pembuktian 
bebas (vrijbewijskracht). Penilaian terhadap alat bukti pemeriksaan setempat 
diserahkan sepenuhnya kepada hakim31. 
7. Keterangan Ahli 
a. Definisi Saksi Ahli 
Dalam Kamus Indonesia Ahli didefinisikan sebagai seseorang yang 
mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Dalam Kamus Hukum, ahli sebagai 
terjemahan kata “deskundige” yang dalam Bahasa Belanda diartikan sebagai orang 
yang memiliki keahlian, kecakapan atas sesuatu bidang ilmu32.  
 
                                                             
29H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. 
(Cet-III; Jakarta: Prenada Media Group, 2005),  h. 273. 
30M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata. (Cet-V; Jakarta:  Sinar Grafika,  2008),  h. 47. 47. 
31M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia. (Cet-I; 
Yogyakarta: UII Press. Yogyakarta, 2013),  h. 97.  




b. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli 
Kekuatan pembuktian keterangan ahli adalah kekuatan pembuktian bebas 
(vrijbewijskracht),yang berarti penilainya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. 
Dalam menilai keterangan ahli, hakim perlu lebih berhati-hati, karena pada 
umumnya keterangan yang diberikan oleh saksi berupa pendapat yang didasarkan 
pada pengetahuan dan keahlianya. Hakim perlu melakukan penilaian secara 
objektif dan memepelajari relasi dan relevansi keteranganya dengan pokok 
permasalahan dalam sengketa yang sedang diadili33.  
8. Alat Bukti Berdasarkan Ilmu Pengetahuan atau Alat Bukti ilmiah 
(Scientific Evidence) 
a. Defenisi Alat Bukti Ilmiah 
Alat  bukti ilmiah adalah alat bukti yang digunakan untuk mendukung tau 
membantah suatu teori atau hipotesis dalam disiplin ilmu tertentu. Alat bukti ilmiah 
diperoleh melalui serangkaian proses ilmiah yang ketat dan terkontrol, sehingga 
hasilnya dpat dipertanggungjawabkan scara ilmiah pula.  
Putusan Mahkamah Konstitui Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 
Pebruari 2012 telah mengakui eksistensi alat bukti ilmiah (scientific evidence) 
sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara perdata, khususnya 
mengenai asal usul anak. 
                                                             
33 M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia. (Cet-I; 
Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), h. 100. 
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Dalam salah satu amar putusan MK tersebut, ditegaskan bahwa Pasal 43 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berkekuatan hukum sepanjang 
dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak luar kawin dengan laki-laki yang 
menghamili ibu kandungnya. Karenanya Pasal tersbut harus dibaca: 
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya 
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pesngetahuan dan teknologi 
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mmpunyai hubungan darah, 
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. 
Secara tersurat, amar putusan tersebut mengakui eksistensi alat bukti ilmiah 
atau alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi alat bukti 
di pengadilan. Memang, dalam putusan tersebut, yang diatur secara tegas hanya 
dalam perkara asal usul anak luar kawin, namun demikian tidak menutup 
kemungkinan alat bukti tersebut dapat pula digunakan dalam perkara lain34. 
b. Jenis-Jenis Alat Bukti Ilmiah 
Beberapa jenis alat bukti ilmiah yang dapat digunakan atau diajukan dalam 
perkara perdata antara lain: 
1) Tes DNA 
Tes DNA bertujuan untuk mengidentifikasi asal usul atau hubungan darah 
(kekerabatan) seseorang dengan membandingkan profil-profil DNA yang ingin di 
identifikasi.Selain untuk kepentingan investigasi dalam perkara pidana, tes DNA 
                                                             
34M. Natsif Asnawi. Hukum PembuktianPerkaraPerdata di Indonesia. (Cet-I; Yogyakarta:  
UII Press Yogyakarta, 2013),  h.109-111. 
33 
 
juga digunakan dalam banyak hal, salah satunya adalah untuk mengetahui asal usul 
seseorang (siapa ayah dan/atau ibu kandungnya). 
2) Hasil Pemeriksaan Psikiater (Psychiatric Assessment) 
Pemeriksaan psikiater atau psychiatric assessment adalah salah satu bentuk 
pemeriksaan mental yang dilakukan oleh psikiater. Pemeriksaan oleh psikiater 
bertujuan mendiagnosis keadaan atau penyakit mental yang dialami oleh seseorang 
(making a diagnosis). 
3) Tes Psikologi 
Tes psikologi dilakukan melalui serangkaian metode ilmiah yang bertujuan 
untuk mengukur dan mengetahui fungsi-fungsi kognitif (berfikir) dan emosional 
seseorang. Tes psikologi akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai 
profil psikologis seseorang yang akan sangat berguna, tidak hanya dalam kehidupan 
sehari-hari, tetapi juga dalam ranah penegak hukum. 
c. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Ilmiah 
Pada dasarnya, kekuatan pembuktian alat bukti ilmiah adalah kekuatan 
pembuktian bebas (vrijbewijskracht). Hakim bebas menilai alat bukti tersebut 
dengan berpedoman pada relevansi substansinya dengan pokok permasalahan yang 
sedang ditangani.35 
 
                                                             
35M. NatsifAsnawi. Hukum PembuktianPerkaraPerdata di Indonesia. ( Cet-I; Yogyakarta: 
UIIPress. Yogyakarta, 2013), h.114. 
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9. Alat Bukti Elektronik (Electronic Evidence) 
a. Defenisi Alat Bukti Elektronik 
 Alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian di Indonesia terbagi atas 
informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi dan dokumen elektronik 
ini tidak hanya terbatas pada informasi yang tersimpan dalam medium yang 
diperuntukkan untuk itu, tetapi juga mencakup transkrip atau hasil cetaknya. 
 Informasi elektronik dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) didefenisikan 
sebagai:36 
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 
elektronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), 
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, 
simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat 
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” 
 Sementara itu,  batasan mengenai Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 ayat 
(14)UU ITE adalah:37 
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, 
ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 
foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi 
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 
                                                             
36Hj. Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata. ( Cet-I; 
Bandung: PT Alumni. Bandung, 2009),  h.59. 
37Hj. Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata. ( Bandung: 
PT Refika Aditama,  2017), h.25. 
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 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE secara tegas mengatur 
bahwa informasi dan/ atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan 
alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti 
yang diatur dalam perundang-undangan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam 
Pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:38 
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah 
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari 
alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlsku di Indonesia” 
B. Jenis-Jenis Alat Bukti Elektronik 
Jenis-jenis alat bukti elektronik antara lain: 39 
1) Surat elektronik (e-mail) 
2) Pesan singkat (instant messages) 
3) Obrolan (chat room communications) 
4) Fotografi (digital photographs) 
5) Isi dari situs internet (website content)  
6) Data yang tersimpan di komputer dan media elektronik (computer-generated 
and stored data) 
 
                                                             
38Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(ITE). 
39M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia. ( Cet-I; 
Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), h.103-107. 
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c. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik 
Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik adalah kekuatan pembuktian 
bebas (vrijbewijskracht). Hakim diberikan kebebasan dalam menilai alat bukti 
elektronik tersebut, apakah bernilai pembuktian atau tidak. Namun demikian, pada 
umumnya, penilaian terhadap alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bebas 
ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok permasalahan suatu 
perkara.40 
C. Macam-Macam Kekuatan Hukum Alat Bukti Perdata 
1. Kekuatan Pembuktian Sempurna (Onvolledig Bewijsracht) 
Kekuatan pembuktian sempurna ini adalah kekuatan yang memberi 
kepastian yang cukup kepada hakim, kecuali kalau ada pembuktian perlawanan 
(tegenbewijs) sehingga hakim akan memberi akibat hukumnya. 
Yang digarisbawahi dalam hal kekuatan pembuktian sempurna ini adalah 
alat bukti sudah tidak perlu lagi dilengkapi dengan alat bukti lain, tetapi masih 
memungkinkan pembuktian lawan. 
2. Kekuatan pembuktian lemah (gedeeltelijk bewijsracht) 
Kekuatan pembuktian lemah atau tidak lengkap ini adalah tidak 
memberikan kepastian yang cukup, sehingga hakim tidak memberikan akibat 
                                                             
40M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia. (Cet-I; 
Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013),  h.108. 
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hukum hanya atas dasar alat bukti yang lemah. Gugatan yang hanya didasarkan 
pada alat bukti demikian itu harus ditolak. 
3. Kekuatan Pembuktian Sebagian (Gedeeltelijk Bewijsracht) 
Kekuatan pembuktian sebagian ini memang sepintas lalu mirip dengan 
kekuatan pembuktian lemah, tetapi berbeda. Apakah kekuatan pembuktian itu 
lemah atau merupakan kekuatan pembuktian sebagian, tergantung dari tanggapan 
tergugat. 
4. Kekuatan Pembuktian Menentukan (Beslissende  Bewijsracht) 
Kekuatan pembuktian yang bersifat menentukan adalah kekuatan 
pembuktian yang tidak memungkinkan pembuktian perlawanan sama sekali. Jadi, 
inilah bedanya dengan kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan 
pembuktian lawan. 
5. Kekuatan Pembuktian Perlawanan (Tegenbewijs atau Kracht Van Tegen) 
Kekuatan pembuktian perlawanan adalah kekuatan dari alat bukti yang 
melumpuhkan pembuktian dari pihak lawan.41 
6. Kekuatan Pembuktian Diserahkan Kepada Hakim 
Kekuatan pembuktian persangkaan hakim adalah bebas (vrij bewijskracht), 
Pasal 1922 KUH Perdata sendiri telah menegaskan hal itu, yang menyerahkan 
nilai persangkaan itu kepada pertimbangan hakim. 
                                                             
41Achmad Ali & Wiwie Heryani,  Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. (Cet-I; Jakarta: 
Penerbit Kencana, 2012),  h.79. 
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Karena nilai kekuatan pembuktiannya bebas, berarti: 
1) Satu persangkaan saja, tidak mencukupi batas minimal pembuktian 
2) Paling tidak mesti dua persangkaan, agar terpenuhi batas minimal pembuktian 
3) Atau paling tidak, satu persangkaan ditambah dengan satu alat bukti lain. 
Dengan demikian, yang menjadi alat bukti hanya terdiri dari persangkaan, 
harus terdiri paling tidak dua persangkaan. Dalam hal ini berlaku asas satu 











                                                             
42M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 





A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitianlapangan, penelitian 
lapangan merupakan salah satu metode penelitian yang memerlukan pengetahuan 
dalam berbagai macam literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari 
pihak peneliti dikarenakan penelitian ini langsung terjung kelapangan jika ingin 
meneliti dengan cara wawancara, dokumentasi. 
2. Lokasi Penelitian  
Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam 
penelitian ini mengambil lokasi wilayah Pengadilan Negeri Bantaeng, Jl. Andi 
Manappiang No.15, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng. Memilih lokasi tersebut 
dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut yang melaksanakan pembuatan akta 
dan instansi penegak hukum yang berkaitan dengan perkara pembuktian akta di 
bawah tangan. 
B. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode yuridis-empiris, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, 
adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan 





menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada43. Sedangkan metode 
pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk 
memastikan suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan 
pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan pelaksanaan 
hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang 
dijalankan oleh anggota masyarakat 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi 
dua antara lain: 
1. Data primer, berupa data-data yang langsung didapatkan dalam penelitian di 
lapangan, data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (deft 
interview) dengan pihak yang terkait langsung dengan kasus perdata, 
khususnya hakim yang menangani kasus ini. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen 
resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain 
yang mendukung. 
D.  Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-
bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta,gejala, 
                                                             
43Haris Syaodih, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Social. (Jakarta: Selemba 
Humanika, 2010),  h.76. 
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maupun informasi yang sifatnya dapat dipercaya dan sesuai kenyataan yang ada, 
maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Wawancara (interview) dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-
pihak yang terkait ataupun yang menangani perkara perdata ini, antara lain 
Hakim di Pengadilan Negeri Bantaeng yang memutus perkara ini, serta pihak 
yang turut andil dalam kasus ini. 
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa 
peraturan perundang-undangan  dan berkas-bekas putusan pengadilan yang 
terkait dengan kasus perdata ini serta penelahaan beberapa literatur yang 
relevan dengan materi yang dibahas 
3. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan analisis 
terhadap dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang 
terkait untuk melengkapi data peneliti dalam hal ini Pengadilan Negeri 
Bantaeng. 
E. Instrumen Penelitian 
Pada penelitian ini, instrumen atau alat yang peneliti gunakan untuk 
mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab 
permasalahan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang 
menggunakan suatu metode adalah peneliti, wawancara tatap muka, alat 





F. Teknik Analisis Data 
Data yang sudah terkumpul baik data primer maupun data sekunder 
selanjutnya dilakukan proses editing dan kemudian dianalisis. Editing data adalah 
suatu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan 
jawaban pokok permasalahan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang 
meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku 
kepustakaan, jurisprudensi dan literaturlainnya yang berkaitan dengan kekuatan 
pembuktian akta dibawah tangan tanpa tanggal dan materai. Kemuadian 
dihubungkan dengan data-data hasil wawancara dengan narasumber yang 












                    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Pengadilan Negeri Bantaeng 
Kantor Pengadilan Negeri Bantaeng berada di jalan Andi Manappiang 
Nomor 15, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kota Bantaeng, Provinsi 
Sulawesi Selatan. Pengadilan Negeri Bnataeng Merupakan salah satu pengadilan 
yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat 
yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Bantaeng dengan luas wilayah 
kurang lebih 395,83 km yang terdiri dari 8 kecamatan. Kantor Pengadilan Negeri 
Bantaeng Diresmikan pada tanggal 28 Februari 1983, oleh Kepala Kantor Wilayah 
DEP. Kehakiman SulSel H. KOSASIH WIDJAYA KOESOEMAH SH, 
Kontraktor: CV. H. LAHIYA Trd.Coy. 
Pengadilan Negeri Bantaeng merupakan salah satu Pengadilan yang 
masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan  dan Barat yang 
daerah hukumnya meliputi wilayah kurang lebih dari 8 Kecamatan sebagai berikut: 
a. Kecamatan Bantaeng 
b. Kecamatan Bissappu 
c. Kecamatan Pa’jukukang 
d. Kecamatan Gantarangkeke 
e. Kecamtan Eremerasa 





g. Kecamatan Ulu Ere 
h. Kecamatan Tompobulu 
 
2. Wilayah Yurisdiksi 
Adapun Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Bantaeng adalah meliputi 












3. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANTAENG 
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN 
KESEKRETARIATAN PERADILAN BERDASARKAN PERATURAN 
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 
 
Ketua Pengadilan Negeri 
 Ujang Irfan Hardiana, S.H.  
Hakim 
 Muh. Bekti Wibowo, S.H. 
 Imam Marannu Iriansyah, S.H. 
 Waode Sangia, S.H. 
Panitera  
 Drs. Andi Baso Opu, S.Kom. 
 Sekretaris 




 Hj. Hjeriah, S.H (Panmud Hukum) 
 Angri Junanda, S.H (Panmud Pidana) 
 Junaedi, S.H.I (Panmud Perdata) 
Kepala Urusan 
 Minarti. S.H,.M.H (Kasub Keuangan/Umum) 
 Rachmat R., S.Kom (Kasub. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana) 
 Zachrudddin (Kasub Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan) 
Panitera Pengganti 
 Oktaviani. A.Md, S.H. 
Jurusita / Jurusita Pengganti 
 Muh Idrus 
 Syafruddin 
Staf / Pelaksana 
 Fatmawati. S.H 
 Rosmini. S.H 




B. Pertimbangan Hakim Terhadap Akta Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan 
Materai Dalam Putusan Perngadilan Negeri Bantaeng No 
6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018 
Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan 
suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta 
mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga hakim harus 
teliti, baik dan cermat dalam menyikapi suatu perkara. 
Peristiwa hukum yang telah terjadi dapat dapat menimbulkan konsekuensi 
yuridis, dimana terjadinya hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan 
kewajiban para pihak. Dalam mengungkapkan fakta-fakta dapat dilakukan dengan 
perbuatan, pernyataan, tertulis, dokumen, kesaksian, ataupun surat elektronik. 
Dalam meyakinkan majelis hakim perlu adanya tanya jawab para pihak dan majelis 
hakim di muka persidangan untuk membenarkan telah terjadi peristiwa hukum. 
Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara 
perdata dibawah tangan No. 6/Pdt.G/2017.PN.Ban yaitu: (1) Akta dibawah tangan 
yang diajukan penggugat, (2) Saksi yang dihadirkan penggugat dan tergugat. 
Adapun akta dibawah tangan yang isinya tentang perjanjian jual beli tanah 
pada tahun 2006 yang diajukan oleh penggugat kekuatan pembuktian menurut 
hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yaitu lemah sebagai suatu bukti dalam 
persidangan apabila digunakan sebagai alat bukti tunggal dalam persidangan, 
tidaklah seperti akta autentik yang bisa digunakan sebagai alat bukti tunggal dalam 




Akta dibawah tangan yang diajukan penggugat memang disangkal oleh 
salah satu pihak akan tetapi di dalam persidangan hakim memutuskan bahwa akta 
dibawah tangan tersebut sah dan mengikat karena hakim mempertimbangkan dua 
alat bukti dalam persidangan yaitu alat bukti surat dan kesaksian. 
Menurut hakim yang menangani perkara ini  bahwa tanda tangan yang 
disangkal dalam akta di bawah tangan dinyatakan sah dan mengikat karena 
mengenai tanda tangan Tergugat I yang tercantum dalam surat di bawah tangan 
tidak pernah dipungkiri oleh para Tergugat secara tegas dalam persidangan dan 
begitupun juga dengan bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para Tergugat, 
ternyata tidak ada satu pun secara tegas yang menyatakan bahwa tanda tangan dari 
Tergugat I yang tercantum dalam bukti surat di bawah tangan bukanlah tanda 
tangan Tergugat I hanya saja saksi dari para Tergugat menyatakan bahwa 
sepengatahuan mereka, tanah sengketa tidak pernah diperjual belikan oleh Ahmad 
Kurnia ataupun ahli warisnya, sehingga dalam hal ini hakim mengambil 
persangkaan bahwa Tergugat I adalah orang yang benar bertanda tangan dalam 
bukti Surat Di Bawah Tangan atau dengan kata lain Tergugat I mengakui tanda 
tanganya dalam bukti Surat Di Bawah Tangan. 
Hakim juga berpendapat bahwa meskipun tanda tangan diakui tetapi isi 
diingkari maka daya kekuatan formilnya maupun nilai kekuatan pembuktiannya 
sebagai akta dibawah tangan, runtuh dan anjlok menjadi bukti permulaan tulisan. 
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Sehingga untuk membenarkan pengakuan itu meliputi isi, sebaiknya ditambah 
dengan alat bukti lain. 
Dalam hal ini alat bukti yang ditambah dalam persidangan yaitu 
pembuktian kesaksian. Semua saksi – saksi yang di hadirkan penggugat ataupun 
tergugat dalam persidangan tidak ada secara tegas menyangkal isi dan tanda tangan 
akta dibawah tangan tersebut, sehingga hakim mengambil persangkaan bahwa 
Tergugat I telah menanda tangani akta dibawah tangan tersebut. 
Proses peradilan tentunya ada yang terkadang tidak setuju ketika putusan 
itu tidak memenuhi rasa keadilan, tentunya majelis hakim menyampaikan bahwa 
sebelum membaca putusan tersebut, silahkan mengajukan pada tingkat kasasi, 
karena majelis hakim pada tingkat pertama bukanlah upaya hukum tingkat terkahir 
dan ada upaya selanjutnya yaitu ada upaya kasasi atau peninjauan kembali atau 
disebut PK. Tetapi dalam memutuskan perkara sudah diatur dalam hukum acara.  
Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara 
perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 
perkara gugatan antara lain: 
1. Hj. Nirna Said, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 45 Sasayya, Kelurahan 
Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dalam hal ini 
memberikan kuasa kepada ZAMZAM, SH beralamat di Kompleks 
Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasayya, Keluarahan Bonto 
Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan surat kuasa 
khusus tanggal……….sebagai Penggugat I; 
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2. H. Birwan Said, S.T, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 45 Ssayya, 
Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dalam 
hal ini memberikan kuasa kepada ZAMZAM, SH beralamat di Kompleks 
Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasayya, Keluarahan Bonto 
Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan surat kuasa 
khusus tanggal……….sebagai Penggugat II; 
3. Firman Said, S.Sos, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 45 Ssayya, 
Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dalam 
hal ini memberikan kuasa kepada ZAMZAM, SH beralamat di Kompleks 
Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasayya, Keluarahan Bonto 
Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan surat kuasa 
khusus tanggal……….sebagai Penggugat III; 
4. H. Adytiawan Said, S.E, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 45 Ssayya, 
Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dalam 
hal ini memberikan kuasa kepada ZAMZAM, SH beralamat di Kompleks 
Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasayya, Keluarahan Bonto 
Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan surat kuasa 
khusus tanggal……….sebagai Penggugat IV; 
5. Siska Putri Utami Said, S.K.G, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 45 
Ssayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten 
Bantaeng dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAMZAM, SH beralamat 
di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasayya, 
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Keluarahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng 
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal……….sebagai Penggugat V; 
Dalam hal ini Para Penggugat telah menguasakan kepada ZAMZAM, S.H., 
dan NAJMAWATY, S.H., Keduanya Advokat/Penasihat Hukum, bertempat 
tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasayya, 
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 
tanggal 25 Agustus 2017; 
Lawan: 
1. Hj. Suwarni Binti H. Abd. Halim Qallabo, bertempat tinggal di Jalan 
Monginsidi No. 1 Tangga-tangga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan 
Bissappu, Kabupaten Banteng, sebagai Tergugat I; 
2. Nuraeny Kurnia Alias Mantang, bertempat tinggal di Asrama Polisi 
(Aspol) Jalan Mangonsidi, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, 
Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat II; 
3. Anwar Kurnia, bertempat tinggal di  Jalan Monginsidi No. 1 Tangga-
tangnga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten 
Bantaeng, sebagai Tergugat III; 
4. Nurmala Kurnia, Amd. Keb, bertempat tinggal di  Jalan Teratai, 
Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, 
sebagai Tergugat IV; 
5. Nursyam Kurnia, bertempat di Jalan Pahlawan Cabodo, Kelurahan Bonto 
Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat V; 
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Dalam hal ini Para Tergugat telah menguasakan kepada Drs. LAHAYA, 
SH., M.H., SUARDI, S.H., dan TAHIRUDDIN, S.H., M.H., Ketiganya 
Advokat/Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Borong Raya No. 
20 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 
2017; 
Pengadilan Negeri tersebut; 
Setelah membaca berkas perkara 
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; 
Tentang Duduk Perkara 
Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 
Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Bantaeng pada tanggal 28 Agustus 2017 dalam Register Nomor 
6/Pdt.G/2017/PN.Ban, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 
1. Bahwa H. MUH. SAID BADDU meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 
2014, dan dari perkawinanya dengan HJ. NIRNA SAID (Penggugat No.1) 
diperoleh 5 (lima) orang anak, yaitu: 
1.1.HIRWAN SAID, S.T (Penggugat No. 2) 
1.2.FIRMAN SAID, S.Sos. (Penggugat No. 3) 
1.3.H. ADYTIAWAN SAID, S.E. (Penggugat No. 4) 
1.4.SISKA PUTRI UTAMI SAID, S.Kg. (Penggugat No. 5) 
1.5.CHAERUNNISA SAID (masih dibawah umur) 
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1) Bahwa dari silsilah keturunan almarhum H. MUH SAID BADDU sebagaimana 
tersebut di atas, secara hukum jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat in casu 
HJ. NIRNA SAID, H.NIRWAN SAID, S.T., FIRMAN SAID, S.Sos., H. 
ADYTIAWAN SAID, S.E., SISKA PUTRI UTAMI SAID, S.Kg. inklusif 
CHAERUNNISA SAID (masih dibawah umur) adalah merupakan ahli waris 
almarhum H.MUH.SAID BADDU 
2) Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, 
almarhum H.MUH.SAID BADDU juga meninggalkan harta warisan/harta 
peninggalan antara lain berupa sebidang tanah darat/tanah empang seluas 15.572 
M2 (lima belas ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) atau setempat 
dikenal dengan SPPT PBB No. 73.03.010.011.011-0143.0 yang terletak di 
Kampung Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten 
Bantaeng, dengan batas-batas: 
 Utara  : Tanah H. MUH SAID BADDU 
 Timur  :  Laut 
 Selatan  : Tanah Tuan LANGSA (sekarang H. NOMPO, 
ASRI, MARIAMA, ALI NOJENG, RAZAKO, HARIMA) 
 Barat  :  Sawah H. ITUNG dan sawah H. MUH. SAID 
BADDU 
3) Bahwa tanah darat/tanah empang dengan luas 15.572 M2 (lima belas ribu lima 
ratus tujuh puluh dua meter persegi) atau setempat dikenal dengan SPPT PBB 
No. 73.03.010.011.011-0143.0 sebagaimana tersebut di atas, diperoleh 
almarhum H. MUH SAID BADDU karena beli dari HJ. SUWARNI BINTI H. 
54 
 
ABD. HALIM QALLABO (Tergugat I) berdasarkan Kwitansi pembayaran 
Harga Tanah dengan no. PBB-73.03.010.011.011-0143.0. yang terletak di 
Kampung Kaili Kelurahan Bonto Lebang Bissappu, pada tahun 2006. 
4) Bahwa setelah dilakukan pembayaran atas harga tanah sebagaimana dimaksud 
di atas, selanjutnya tanah tersebut dikuasai dan atau dikelola termasuk dibayar 
pajaknya oleh almarhum H. MUH. SAID BADDU. 
5) Bahwa almarhum H. MUH. SAID BADDU membayar pajak atas atanah tersebut 
sejak tahun 2007 sampai ia meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2014. 
Selanjutnya pembayaran pajak atas tanah tersebut dilanjutkan oleh para ahli 
warisnya in casu Para Penggugat. 
6) Bahwa sekitar tahun 2008, sebagaian dari tanah tersebut atau seluas kurang lebih 
(k.I.) 5 M X 120 M dijadikan jalanan atau lorong oleh almarhum H. MUH. SAID 
BADDU sebagai akses menuju Proyek Tanggul Pemecah Ombak. Kemudian 
pada sekitar tahun itu juga (2008) sebagian lagi dari tanah tersebut atau seluas 
kurang lebih (k.I) 10 M X 15 M ditempati rumah perempuan RAMLAH DG. 
MANTANG atas izin dan persetujuan almarhum H. MUH SAID BADDU. 
7) Bahwa dengan diajdikannya sebagian jalan atau lorong seluas kurang lebih (k.I) 
5 M X 120 M, serta ditempati rumah perempuan RAMLAH DG. MANTANG 
seluas kurang lebih (k.I) 10 M X 15 M sebagaimana dimaksud di atas, maka 
tanah milik almarhum H.MUH SAID BADDU tersisa kurang lebih 14.882 M2 
(empat belas ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi). 
8) Bahwa seiring berjalannya wakatu dan adanya Program Pembangunan Daerah 
Kabupaten Bantaeng berupa Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Jalan 
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Pesisir Pantai (Jalan Lingkar Selatan) Tahun Anggaran 2012/2013, maka 
sebagian dari tanah milik almarhum H. MUH SAID BADDU atau seluas kurang 
lebih (k.I) 2.891 M2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) 
terserap atau terhisap masuk menjadi jalanan (Jalan Lingkar). Sehingga dengan 
demikian maka tanah milik almarhum H. MUH SAID BADDU tersisa kurang 
lebih (k.I) 11.931 M2 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi). 
9) Bahwa sehubungan dengan adanya Program Pembangunan Daerah Kabupaten 
Bantaeng berupa Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Jalan Pesisir Pantai 
(Jalan Lingkar Selatan) Tahun Anggaran 2012/2013, dan dengan mengingat 
bahwa ada sebagian dari tanah milik almarhum H. MUH SAID BADDU atau 
seluas kurang lebih (k.I) 2.891 M2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu 
meter persegi) yang terserap atau terhisap masuk menjadi jalanan (Jalan 
Lingkar), maka pada tanggal 24 Desember 2013 Pemerintah Kabupaten Banteng 
melalui Sekretariat Daerah memberikan biaya ganti rugi tanah kepada almarhum 
H. MUH SAID BADDU, biaya ganti rugi tanah mana diterima oleh HJ. NIRNA 
SAID (Isteri akmarhum H.MUH SAID BADDU/Penggugat No. 1) 
10) Bahwa sekitar tahun akhir 2013, atau setalah adanya Jalan Lingkar Selatan, 
sebagian dari tanah tersebut atau seluas kurang lebih (k.I) 20 M X 20 M dijual 
oleh almarhum H. MUH. SAID BADDU kepada perempuan RAMLAH DG. 
MANTANG yang dipergunakan untuk membangun kios atau tempat jualan. 
Sehingga dengan demikian maka tanah milik almarhum H. MUH. SAID 
BADDU akhirnya tersisa menjadi kurang lebih (k.I) 11.531 M2 (sebelas ribu 
lima ratus tiga puluh satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut: 
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 Utara : Tanah H. MUH SAID BADDU 
 Timur : Jalanan (Jalan Lingkar Selatan) 
 Selatan : Jalanan/lorong, rumah dan kios/tempat jualan perempuan 
RAMLAH DG. MANTANG 
 Barat : Sawah H. ITUNG dan sawah H. MUH SAID BADDU 
11) Bahwa pada akhir Bulan November 2016, tatkala Para Penggugat in casu para 
ahli waris almarhum H. MUH SAID BADDU bermaksud untuk mengalihkan 
atau menjual Tanah Sengketa tersebut termasuk balik nama wajib pajak ke atas 
nama almarhum H. MUH SAID BADDU, secara melawan hukum Tergugat I 
(HJ. SUWARNI BINTI H. ABD. HALIM QALLABO) yang didukung oleh 
anak-anaknya yaitu Tergugat II (NURAENY KURNIA alias MANTAENG), 
Tergugat III (ANWAR KURNIA), Tergugat 1V (NURMALA KURNIA, Amd. 
Keb.), dan Tergugat V (NURSYAM KURNIA) menghalang-halangi maksud 
dari Para Penggugat tersebut dengan dalih bahwa hanya sebagian saja dari tanah 
tersebut yang dijual Tergugat I kepada almarhum H. MUH SAID BADDU. Dan 
celakanya lagi karena di awal Bulan Januari 2017, Tergugat I yang didukung 
oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V menguasai dan 
mempertahankan Tanah Sengketa tersebut. 
12) Bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan 
Terugat V didalam menghalang-halangi maksud Para Penggugat untuk 
mengalihkan atau menjual Tanah Sengketa termasuk balik nama wajib pajak ke 
atas nama almarhum H. MUH SAID BADDU serta tindakan Tergugat I inklusif 
Tergugat  II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V di dalam menguasai dan 
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mempertahankan Tanah Sengketa adalah merupakan tindakan atau perbuatan 
melawan hukum. 
13) Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, 
Tergugat IV, Tergugat V sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan 
tindakan atau perbuatan melaswan hukum, maka berdasar hukum apabila Para 
Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk 
menyerahkan Tanah Sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan 
kosong sempurna. 
14) Bahwa jika sekiranya di atas Tanah Sengketa telah terbit surat-surat atau tanda 
bukti hak atas nama Tergugat I dan atau atas nama Para Tergugat, maka segala 
surat-surat atau tanda bukti hak tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai 
kekuatan pembuktian hukum yang mengikat. 
15) Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut baik melalui jalur kekeluargaan maupun melalui perantaraan 
pemerintah setempat, akan tetapi upaya yang dilakukannya tersebut ttidak 
membuahkan hasil sampai akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke 
pengadilan untuk mendapatkan penyelesaikan secara hukum. 
16) Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat, maka dengan ini dimohon 
kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat meletakkan sita jaminan atas Tanah 
Sengketa tersebut. 
a. Jenis Alat Bukti  
1) Alat bukti surat 
58 
 
a) Alat Bukti Penggugat Yang Digunakan Dalam Perkara Perdata No 
6/Pdt.G/2017/PN.BAN 4 Januari 2018: 
 Foto copy Kwitansi pembayaran harga tanah atas nama H. MUH. SAID dengan 
No. PBB-73.03.010.011-0143.0 yang telah diberi materai cukup dan sesuai 
dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda........................................................ P.1; 
 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi Tahun 2014 
atas nama H. SUWARNI Bin H. HALIM QALLABO dengan No. 0012092 
yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi 
tanda............................................................................................................... P.2; 
 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi Tahun 2015 
dengan No. 022852 dan tanda terimanya dengan No. 005396 atas nama H. 
SUWARNI Bin H. HALIM QALLABO yang telah diberi materai cukup dan 
sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda .............................................P.3; 
 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi Tahun 2015 
dengan No. 223774 dan tanda terimanya dengan No. 006710 atas nama H. 
SUWARNI Bin H. HALIM QALLABO yang telah diberi materai cukup dan 
sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ............................................ P.4; 
 Foto copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 28 Januari 2014, yang telah 
diberi   materai   cukup   dan   sesuai   dengan   aslinya,  selanjutnya diberi 
tanda................................................................................................................P.5; 
 Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama H. MUH. SAID BADDU, yang 
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng 
dengan Nomor : 7303-KM-09062014-0001 tertanggal 09 Juni 2014,  yang   telah  
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diberi   materai   cukup   dan   sesuai   dengan   aslinya, selanjutnya diberi 
tanda .............................................................................................................. P.6; 
 Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. 
SUWARNI dengan No. 7303015806550002 yang telah diberi materai cukup 
dan di Leges, selanjutnya diberi tanda........................................................... P.7; 
 Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURAENY 
dengan No. 7303015206290008 yang telah diberi materai cukup dan di Leges, 
selanjutnya diberi tanda ................................................................................. P.8; 
 Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANWAR 
KURNIA dengan No. 7303010510810001 yang telah diberi materai cukup dan 
di Leges, selanjutnya diberi tanda ................................................................. P.9; 
 Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURMALA 
KURNIA, A.Md.Keb. dengan No. 7303026704850003 yang telah diberi 
materai cukup dan di Leges, selanjutnya diberi tanda.................................. P.10; 
 Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama 
NURSYAM KURNIA dengan No. 7303014404870001 yang telah diberi 
materai cukup dan di Leges, selanjutnya diberi tanda .............................. P.11; 
 Foto copy Kwitansi penerimaan biaya ganti rugi tanah yang terletak di 
Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu tanggal 24 Desember 2013 
yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi 
tanda ......................................................................................................... P.12; 
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 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Hak Atas Tanah Negara 
tanggal 24 Desember 2013 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan 
aslinya, selanjutnya diberi tanda ............................................................... P.13; 
b) Alat Bukti Tergugat Yang Digunakan Dalam Perkara Perdata No 
6/Pdt.G/2017/PN.BAN 4 Januari 2018. 
 Foto  copy  Surat  Keterangan  Kematian  atas  nama H. PATTOLA dengan 
Nomor : 63/KEL/BTS/III/1985, tertanggal 21 Maret 1985, yang telah diberi 
materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.......T.1-5.1; 
 Foto copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah 
Bonto Sunggu atas nama Hj. AMINAH dengan Nomor : 
16.48/KBTS/BSP/IX/2016, tertanggal 27 September 2016, yang telah diberi 
materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.......T.1-5.2; 
 Foto copy Surat Keterangan Kematian Suami/Istri yang dikeluarkan oleh 
Kantor Lurah Bonto Sunggu atas nama H. NAPISAH dengan Nomor : 
36/KEL/BTS/X/1995, tertanggal 02 Oktober 1995, yang telah diberi materai 
cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ...................T.1-5.3; 
 Foto copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah 
Bonto Sunggu atas nama AHMAD KURNIA dengan Nomor : 
16.85/KBTS/BSP/I/2017, tertanggal 23 Januari 2017, yang telah diberi materai 
cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda......T.1-5.4; 
 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Hj. SUWARNI, Dkk 
tertanggal 17 Desember 2016, yang telah diberi materai cukup dan sesuai 
dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ...............................................T.1-5.5; 
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 Foto copy Surat Jual-Beli antara SURAPPI ZAINUDDIN MUDA sebagai 
Penjual, dengan H. AMINAH P sebagai Pembeli tertanggal 18 Mei 1966, yang 
telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi 
tanda.......................................................................................................T.1-5.6; 
 Foto copy Surat Pemberian Dibawah Tangan antara BALI Bin Kr. SINOWA 
(yang menyerahkan) dengan SURAPPI ZAINUDDIN MUDA (yang 
menerima) yang disahkan oleh Kepala Kampung Tangnga-Tangnga dan 
dikuatkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bantaeng, tertanggal 29 September 
1964, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya 
diberi tanda .............................................................................................T.1-5.7; 
 Foto copy Surat Pernyataan/Pemberian yang disaksikan oleh Kepala 
Lingkungan Tangnga-Tangnga dan Guru Syarat Tangnga-Tangnga, tertanggal 
03 April 1969, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, 
selanjutnya diberi tanda .........................................................................T.1-5.8; 
 Foto copy Surat Pernyataan/Pemberian kepada AHMAD KURNIA yang 
diketahui oleh Bupati Bantaeng dan Perwakilan Departemen Agama Bantaeng, 
serta disaksikan oleh Kepala Lingkungan Tangnga-Tangnga dan Guru Syarat 
Tangnga-Tangnga, tertanggal 10 Oktober 1969, yang telah diberi materai cukup 
dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda...............................T.1-5.9; 
 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi dan 
Bangunan Tahun 2017 atas nama Hj. SUWARNI dengan No. 209249 yang 




 Foto copy Surat Pelunasan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 
2017 atas nama Hj. SUWARNI, tertanggal 22 Maret 2017 yang telah diberi 
materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ...T.1-5.11; 
 Foto copy Surat Keterangan Perjanjian Gadai dengan batas waktu 15 (lima 
belas) Tahun (1980-1995) antara  Hj. AMINAH (Pihak Pertama) dengan H. 
Dg. NGITUNG (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Camat Bissappu, tertanggal 
20 Januari 1980, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, 
selanjutnya diberi tanda .......................................................................T.1-5.12; 
 Foto copy Surat Tanda Penerimaan Uang Tebusan kepada H. Dg. NGITUNG, 
tertanggal 01 April 1995 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan 
aslinya, selanjutnya diberi tanda ..........................................................T.1-5.13; 
 Foto copy Surat Keterangan Kepercayaan Penggarapan Tanah Kebun antara Hj. 
SUWARNI (Pemilik Kebun) dengan MAMING (sebagai Penggarap), 
tertanggal 23 Desember 1997 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan 
aslinya, selanjutnya diberi tanda .........................................................T.1-5.14; 
 Foto copy dari Foto copy Surat Tanda Terima dari Kepala Seksi Pengadaan 
Tanah Kabupaten Bantaeng, tertanggal 30 September 2017 yang telah diberi 
materai cukup, selanjutnya diberi tanda ...............................................T.1-5.15; 
 Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. NIRNA SAID tanggal 07 
Nopember 2013 dan diketahui oleh ST. RANNU selaku Lurah Bonto Lebang, 
yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi 
tanda ................................................................................................... T.1-5.16; 
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 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 128/KL-BT/BSP/XI/2013, tanggal 7 
November 2013 yang dibuat oleh ST. RANNU selaku Lurah Bonto Lebang dan 
diketahui Plt. Camat Bissapu, yang telah diberi materai cukup dan sesuai 
dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ...............................................T.1-5.17 
 Foto copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi 
dan Bangunan Nomor : 73.03.010.011-0143.0 tanggal 03 Januari 2013 atas 
nama Hj. SUWARNI Bin H. HALIM QALLABO , yang telah diberi materai 
cukup dan di Leges, selanjutnya diberi tanda ………….......................T.1-5.18; 
 Foto copy dari Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Nomor : 
73.03.010.011-0143.0 tahun 2013 atas nama Hj. SUWARNI Bin H. HALIM 
QALLABO sejumlah Rp155.720,00 (seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus 
dua puluh rupiah), yang telah diberi materai cukup dan di Leges, selanjutnya 
diberi tanda ..........................................................................................T.1-5.19; 
 Foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Ganti Tanah yang terletak di Kelurahan 
Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng seluas ± 1891 M2 
sejumlah Rp86.730.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu 
rupiah) tertanggal 24 Desember 2013 yang diterima oleh Hj. NIRNA SAID, 
yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi 
tanda .....................................................................................................T.1-5.20; 
 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Hak Atas Tanah Negara 
tertanggal 24 Desember 2013 yang ditanda tangani masing-masing oleh Hj. 
NIRNA SAID  selaku Yang Melepaskan Hak (Pihak Kesatu) dan Drs. 
CHAERUDDIN ARSYAD B (Kabag. Pemerintahan Umum Setda Kab. 
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Bantaeng) selaku Yang Menerima Pelepasan Hak (Pihak Kedua), yang telah 
diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ..T.1-
5.21; 
 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 307/BT-LB/BSP/III/1917, tanggal 28 
Desember 2016 yang dibuat oleh Lurah Bonto Lebang dan diketahui oleh 
Camat Bissappu, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, 
selanjutnya diberi tanda ..................................................................... T.1-5.22; 
 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh 
Hj. SUWARNI, tanggal 03 Januari 2017, yang telah diberi materai cukup dan 
sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ..................................T.1-5.23; 
 Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor Polisi Nomor : TBL/288/X/2017/SPKT 
tanggal 29 Oktober 2017, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan 
aslinya, selanjutnya diberi tanda .........................................................T.1-5.24; 
 Foto copy Surat Nikah atas nama Hj. FATIMAH (orangnya ssama dengan Hj. 
NAFISAH) Nomor : 947 (53) tanggal 13/14 Desember 1953 yang dikeluarkan 
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bonthain, yang telah diberi materai 
cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi 
tanda......................................................................................................T.1-5.25; 
2) Alat bukti saksi 
a) Saksi yang dihadirkan penggugat : 
 ROMLAH Alias MANTANG; 
Dalam keterangannya mengatakan: 
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 Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik H. SAID 
yang dibelinya dari Hj. SUWARNI (Ibu) dan Sdr. ANWAR/NOA 
(Anak). 
 Saksi mengetahui bahwa H. SAID telah membeli tanah tersebut dari Hj. 
SUWARNI DAN Sdr. ANWAR (NOA) karena diberitahu oleh H. SAID 
sendiri. 
 Bahwa saat H. SAID membeli Tanah tersebut, Tanah sengketa tersebut 
masih berupa empang yang sudah tidak aktif. 
 Bahwa saat terjadi jual-beli antara Saksi dengan H. SAID ada surat 
berupa kwitansi yang hingga saat ini masih saksi simpan 
 MUHAMMAD IDRUS; 
Dalam keterangannya mengatakan : 
 Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik H. SAID 
yang dibelinya dari Hj. SUWARNI (Ibu) dan Sdr. ANWAR/NOA 
(Anak) 
 S Y A H R I R 
Dalam keterangannya mengatakan : 
 Bahwa menurut sepengetahuan saksi, tahun 2005 kebawah Tanah 
tersebut milik Hj. SUWARNI. Tahun 2005 masuk tahun 2006, Tanah 
tersebut dikuasai dan menjadi milik H. SAID 
 ENDI BUDI UTOMO, S.E., 
Dalam keteranganya mengatakan: 
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 Bahwa tahun 2007 PBB dibayar oleh H. SAID setelah saksi melakukan 
konfirmasi kepada Hj. SUWARNI; 
Tahun 2008 PBB dibayar oleh H. SAID, tetapi saksi tidak melakukan 
konfirmasi lagi kepada Hj. SUWARNI; 
Tahun 2009 PBB dibayar oleh H. SAID; 
Tahun 2010 PBB dibayar oleh H. SAID; 
Tahun 2011 PBB dibayar oleh H. SAID; 
Tahun 2014 PBB dibayar oleh H. SAID; 
Tahun 2015 PBB dibayar oleh H. SAID; 
b) Saksi yang dihadirkan tergugat: 
 M ARIFIN BAHARUDDIN 
Dalam keterangannya mengatakan bahwa: 
 Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menguasai Tanah sengketa tersebut 
saat ini adalah Hj. SUWARNI; 
 Bahwa menurut sepengetahuan saksi, dalam kwitansi jual-beli harus 
dicantumkan tanggal transaksi dan luas tanah yang diperjual-belikan serta 
batas-batasnya dan dibubuhi materai 
 K A N A N G 
Dalam keterangannya mengatakan: 
 Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hj. SUWARNI maupun 
ANWAR/NOA menjual Tanah tersebut kepada H. SAID 
 MUH. AMIN (MAMIN) 
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Dalam keterangannya mengatakan bahwa: 
 Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut digadaikan atau dijual 
kepada orang lain selama saksi tinggal disana, saksi hanya tahu tinggal saja 
 PATTA Bin BAGGA; 
Dalam keterangannya mengatakan bahwa: 
 Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa objek sengketa tersebut telah dibeli 
oleh H. SAID 
 Bahwa menurut Hj. SUWARNI, objek sengketa tersebut memiliki 
sertifikat, namun Saksi tidak pernah melihatnya 
 SRI MURLINAH 
Dalam keterangannya mengatakan bahwa: 
7) Bahwa   Saksi   mengetahui   bahwa   tanah   tersebut   adalah  
milik ANWAR/NOA. 
8) Bahwa saksi mengetahui bahwa ANWAR/NOA 
memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yang bernama 
AHMAD KURNIA 
9) Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut dibeli 
oleh H. SAID,    saksi    hanya   mendengar    dari     
ANWAR/NOA     yang  
10) mengatakan bahwa tanah tersebut disewa oleh H. SAID 
b. Amar Putusan No.6/Pdt.G/2017/PN.Ban 4 Januari 2018 
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Berdasarkan hasil putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017, oleh 
bapak KARSENA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, NASRUL KADIR, S.H., 
dan WAODE SANGIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang 
ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng 
Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Ban tanggal 28 Agustus 2017, putusan tersebut 
diucapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018 dalam persidangan terbuka 
untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota 
tersebut, Oktaviani, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat 
Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, serta dihadiri oleh kuasa Para Tergugat 
Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi 
M E N G A D I L I 
Dalam Eksepsi: 
- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya; 
1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 
2) Menetapkan secara hukum bahwa Kwitansi pembayaran Harga Tanah dengan 
No. PBB-73.03.010.011.011-0143.0. yang terletak di Kampung Kaili 
Kelurahan Bonto Lebang Bissappu adalah sah dan mengikat; 
3) Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa seluas kurang lebih (k.l.) 
11.531 M2 (sebelas ribu lima ratus tiga puluh satu meter persegi) yang 
terletak di Kampung Kaili, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, 
Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas : 
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- Utara : Tanah H. MUH. SAID BADDU;  
- Timur : Jalanan (Jalan Lingkar Selatan); 
- Selatan : Jalanan/lorong, rum ah dan kios/tempat jualan perempuan   
  RAMLAH DG. MANTANG; 
- Barat  : Sawah H. I TUNG dan sawah H. MUH. SAID BADDU; 
adalah merupakan milik/harta peninggalan almarhum H. MUH. SAID BADDU 
yang merupakan bagian atau satu kesatuan sebagaimana dimaksud dalam SPPT 
PBB No. 73.03.010.011.011-0143.0 dan Para Penggugat berhak untuk memiliki 
atau mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhum H. MUH. SAID 
BADDU lainnya; 
4) Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris 
almarhum H. MUH. SAID BADDU dan berhak untuk memiliki atau 
mewarisi Tanah Sengketa tersebut bersama-sama dengan ahli waris 
almarhum H. MUH. SAID BADDU lainnya; 
5) Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, 
Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V didalam menghalang-halangi 
maksud Para Penggugat untuk mengalihkan atau menjual Tanah Sengketa 
termasuk balik nama wajib pajak ke atas nama almarhum H. MUH. SAID 
BADDU serta tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, 
Tergugat IV, dan Tergugat V didalam menguasai dan mempertahankan Tanah 
Sengketa adalah merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum; 
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6) Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat atau tanda bukti hak yang 
diterbitkan atas Tanah Sengketa atas nama Tergugat I dan atau atas nama Para 
Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat; 
7) Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat 
III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak dari 
padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dalam 
keadaan kosong sempuma dan untuk selanjutnya dibagi waris antara Para 
Penggugat dengan ahli waris almarhum H. MUH. SAID BADDU lainnya; 
8) Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya; 
Analisi Peneliti: 
Adapun analisis peneliti tentaang akta dibawah tangan dalam putusan 
Pengadilan Negeri Bantaeng No.6/Pdt.G/2017.PN.BAN kekuatan pembuktiannya 
tidaklah sempurna seperti akta autentik, terkait dengan pertimbangan hakim tentang 
perkara gugatan yang menganggap akta dibawah tangan sah dan mengikat, peneliti 
beranggapan bahwa dalam pertimbangan hukumnya, hakim telah keliru dalam 
memutuskan suatu perkara dimana hakim tidak memerhatikan aturan yang ada dalam 
KUHPedata. 
Pasal 1874 KUHPerdata, telah menetukan salah satu syarat formil akta 
dibawah tangan adalah penandatanganan. Tulisan yang tidak bertanda tangan, tidak 
sah sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu pemungkiran atas tanda tangan 
mengakibatkan keabsahan akta dibawah tangan menjadi lumpuh. Dengan 
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pemungkiran itu, seolah – olah pada akta tidak ada tanda tangan, sehingga 
eksistensinya sebagai akta dibawah tangan gugur. Sekiranya penggugat akta 
dibawah tangan, kemudian tergugat menyangkal atau mengingkari tanda tangan 
yang tercantum didalamnya bukan tanda tangannya, dan dia dapat membuktikan 
pengingkaran itu, lenyap dan gugur daya kekuatan formil akta dibawah tangan 
tersebut. 
Adapun tanda tangan didalam akta dibawah tangan yang dihadirkan oleh 
pihak sebagai bukti di persidangan gugur karena pihak yang bertanda tangan 
didalam akta dibawah tangan tersebut memungkiri tanda tangannya yang ada 
didalam akta dibawah tangan. Sehingga bukti akta dibawah tangan tersebut menurut 
peneliti gugur dan tidak bisa lagi dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. 
Selanjutnya mengenai keterangan saksi dalam persidangan, dari keempat 
saksi para penggugat sama sekali tidak ada yang melihat Hj. Suwarni binti Abd. 
Halim Qallabo menandatangani perjanjian jual beli dengan surat dibawah tangan 
tersebut dan tidak ada yang melihat menerima uang harga pembayaran tanah 
warisan Ahmad Kurnia bin H. Pattola.  
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah 
Tangan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Sebagaimana Dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 
2018 
Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal Dalam Pasal 1875 KUHPerdata 
menyatakan bahwa  
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“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa 
tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap 
sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta 
para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang 
sempurna seperti suatu akta autentik”. 
Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, orang terhadap siapa akta di 
bawah tangan digunakan diwajibkan membenarkan atau memungkiri 
tandatangannya. Dalam hal tandatangan dipungkiri, maka hakim harus 
memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa. Apabila tandatangan diakui oleh 
bersangkutan, maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan dan menjadi bukti 
sempurna. 
Dengan hal tersebut, Menurut Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, 
kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata 
yaitu baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dapat menjadi alat bukti yang 
sah dan mengikat, akta di bawah tangan mengikat para pihak yang menandatangani 
akta tersebut. 
Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa 
akta dibawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya, dalam kekuatan 
pembuktian seperti dengan akta otentik. Dalam hal tersebut akta di bawah tangan 
apabila sebuah tanda tangan disangkal oleh salah satu pihak yang telah menaruh 
tandatangannya itu, maka pihak tersebut harus berusaha membuktikan dengan alat 
bukti lain seperti saksi bahwa benar tandatangan tersebut dibubuhkan oleh orang 
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yang menyangkal itu. Akta di bawah tangannya disangkal, maka hakim harus 






















Sesuai dengan hasil penelitian tentang Kekuatan Pembuktian Surat 
Dibawah Tangan Tanpa Tanggal dan Materai (Studi Kasus Putusan Pengadilan 
Negeri Bantaeng No.6/Pdt.G/2017/PN.Ban 4 Januari 20188) dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut 
1. Pertimbangan Hakim terhadap akta dibawah tangan dalam putusan 
Pengadilan Negeri Bantaeng No.6/Pdt.G/2017.PN.BAN yaitu kekuatan 
pembuktian akta dibawah tangan tersebut lemah dan tidak mengikat sehingga 
tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti tunggal dan hakim mengabulkan 
gugatan penggugat karena persangkaan hakim berdasarkan kwitansi yang 
dihadirkan penggugat dan berdasarkan keterangan saksi di persidangan. 
2. Kekuatan akta di bawah tangan kuat selama si penandatangan mengakui isi 
dan tanda tangannya maka kekuatan pembuktiannya sah dan mengikat atau 
sempurna seperti akta otentik. 
B. Implikasi Penelitian 
Setelah melakukan penelitian, maka ada beberapa implikasi penelitian yaitu 
sebagai berikut : 
1. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng senantiasa tetap merujuk pada peraturan 
yang ada dan diharapkan hakim aktif dalam memperhatikan alat bukti yang 
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diajukan pihak – pihak yang berperkara agar dapat memutuskan perkara 
tersebut sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. 
2. Diharapkan masyarakat dalam melakukan sebuah perjanjian sebaiknya 
dihadapan pejabat yang berwenang agar dikemudian hari dapat dijadikan alat 
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